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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan hukum, selalu mengikuti 

peraturan yang ada (Saija, R., & Letsoin, R. F. 2016: 16). Prinsip negara hukum 

adalah mengutamakan supremasi hukum untuk memastikan keadilan dan 

kebajikan yang berkelanjutan (Simanjuntak, 2015: 20). Setiap kekuasaan harus 

bertanggung jawab di dalam sistem negara hukum. Untuk mencapai tujuan ini, 

Indonesia membutuhkan organisasi negara yang menegakkan hukum dengan 

benar dan bijaksana. Salah satu lembaga yang dibentuk untuk tujuan ini adalah 

Kejaksaan Republik Indonesia, yang bertanggung jawab atas penunt lutan daln 

kekualsaan la lin sesluai denglan Undang-Undang (UU). Sesuai dengan Pasal 2 

ayat (3) UU pok lok kejaks laan, Kejaklsaan adal lah lemb laga pemerintahaln ya lng 

bertugas menegakkan kekuasa lan nelgara dalam penun ltutan dan kewenalngan 

lainnya yang ditetapkan oleh Undang-Undang (Tinambunan dan Galih, 

2022:128) 

Organisasi Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) berhak 

untuk mengajulkan gugaltan atalu permohlonan klepada pen lgadilan dli bidalng 

perdalta. Hal inilah yang menjadi dasar seorang jaksa dapat dikatakan sebagai 

penegak hukum (Lengkong, F. 2017: 15-20). Sebagaimana ditetapkan d li dalalm 

peratluran perulndang undalngan dal lam rangka menjamin tegaknya hu lkum yang 

alda, tegaknya ketertiban umum  kepastian hukum, atau melindungi hak-hak 

keperdataan masyarakat, serta melindungi kewibawaan instansi pemerintahan. 

Lembalga pemerinltahan yalng menjalankan keku lasaan neglara dli bidalng 
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penunltutan, menegakan hukum, sert la kewen langan lainnya berdalsarkan 

undalng-unldang adalah lembaga kejaksalan. 

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI 

tidak secara eksplisit menyebu ltkan tentang Jalksa Pen lgacara Neglara 

(Sasongko, 2022:108), istilalh tersebut telah disebutkan dal lam Undlang-Unldang 

sebelu lmnya, yakni Unldang-Undlang Nomor 5 Tahun 1991. Istil lah "Jaklsa 

Pengaclara Negalra" secara resmi ditemukan dalam Pasal 32 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentalng Pemb lerantasan Ti lndak P lidana Kolrupsi.  

Tugas dan wewenang jak lsa yalng men ljadi acluan bagli Jaklsa Penglacara 

Negarla dal lam melaklsanakan tugals daln funlgsi di unit kelrja Jalksa Agunlg Mulda 

Perdlata daln Talta Usalha Nelgara (JAlM DAlTUN) adalalh seblagai berlikut: 

1) Men lcegah tim lbulnya Senglketa huklum dallam malsyarakat; 

2) Menjaga kewi lbawaan pelmerintah; 

3) Menyel lamatkan kekalyaan n legara dlan 

4) Melind lungi keplentingan umu lm 

Di samping itu, peran Kejak lsaan dal lam sektor Perd lata daln Talta Usalha 

Negalra adal lah melaksanakan serta mengatur aktivitas penegakan hukum 

(Rusdianto, 2015:105), memberikan banltuan hu lkum, memberikan 

pertimbalngan daln layanan hu lkum, serlta mengambil tinda lkan hulkum lainnya 

kepalda nelgara, pemerlintah, daln masya lrakat dalam konteks Perd lata daln Tlata 

Usalha Negalra. Program yang dilaksanakan dala lm lingkup ini meliputi: 

1) Inventalrisasi gulgatan daln pelalksanaan putu lsan T lata Usalha Nelgara yalng 

berkai ltan dengan penlyelamatan kelkayaan dan keuan lgan nelgara. 
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2) Inventalrisasi penerlimaan Sur lat Kluasa Khulsus atau (SKK) daln 

penye llesaian kaslus atalu ban ltuan huklum 

3) Inven ltarisasi perlmintaan pelayalnan hlukum 

4) Invent larisasi pertim lbangan hukulm 

5) Invelntarisasi tindalkan huk lum. 

Kejaksaan Republik Indonesia berperan sebagai lem lbaga pemerilntahan 

ya lng independen dalam menjalankan kekuas laan nlegara d li bidalng penulntutan 

dan kewelnangan lalin sesuai dengan Und lang-Undlang. Berdasarkan Undalng-

Undalng terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia, Keja lksaan dituntut untuk memainkan peran yang lebih 

besar dal lam menegalkkan suprelmasi hukulm, melindungi kepe lntingan ulmum, 

mengamankan h lak asasli, dan memberantas Koru lpsi, Kolu lsi, daln Nepotism le 

(KKlN) (Simanjuntak, 2018:153). Seba lgai lembaga yalng bertugas menjaga 

keadilan dan kepastian hukum, Kejaksaan membutuhkan kekuatan institusi, 

profesionalisme SDM, dan dukungan aktif masyarakat. Mencapai kondisi ini 

memerlukan kinerja nyata yang dirasakan langsung atau tidak langsung oleh 

masyarakat, yang juga mempengaruhi kebijakan umum dalam penegakan 

hukum oleh pemerintah atau negara (Putra, dkk, 2017:163-182). Untuk 

mencapai tuju lan terseblut, Kej laksaan tellah mengambil lan lgkah-lanlgkah 

stratlegis dengaln melakukan reformasi di berbagai bidang, termasuk 

pembinaan, intelijen, penuntutan, pidana umum, per ldata dlan talta usalha 

negalra, serta pengawasan. 
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Dalalm misi menegakkan hukum, Kejalksaan Repu lblik Indonlesia, sebagai 

lembaga pemerintahan yalng diberli wewlenang unt luk menjalankan kek luasaan 

negalra dalam penun ltutan, mengusung semangat sumpah "TRI KRAMA 

ADHIYAKSA" yang memuat prinsip "SATYA ADHI WICAKSANA". 

SAlTYA : Kesetialan yan lg berlsumber palda ras la j lujur, blaik kepadla 

Tuhan Yang Maha Esa, terh ladap d liri prlibadi d lan 

keluarlga mauplun keplada sesam la malnusia. 

AlDHI : Kesemlpurnaan dala lm berltugas, dallam berulnsur utalma 

pemili lkan ras la tanlggung jalwab balik kelpada Tulhan Ylang 

Malha Esa terhaldap  kel luarga dlan sesalma manulsia. 

WICAlKSANA : Bijalksana dal lam tu ltur klata dlan tin lgkah lalku khulsusnya 

dallam peneralpan dlan kewenanlgannya. 

Salah satu kewajiban Kejak lsaan dallam sektor Perdata d lan Talta Uslaha 

Negalra telah diatur dala lm Peratur lan Presiden Repub llik Indlonesia Nomlor 15 

Tahlun 2 l021 tentlang Perubalhan Kedua atals Peralturan Presi lden Nomlor 38 

Tahun 2010 tentang Organisasi da ln Tlata Klerja Kejaklsaan Rep lublik 

Indon lesia. Palsal 24 aylat (2) menyat lakan bahwa dalam lin lgkup bidlang Perldata 

daln Talta Usalha Negalra, Kejaksalan bertanggung jawab atas penega lkan 

hukulm, pemberian banltuan huk lum, pemberian pertimban lgan hulkum, serta 

pengambilan tindak lan hulkum lainnya kepalda nelgara, pemeri lntah pulsat daln 

dalerah, Bad lan Usalha Mi llik Nelgara/Daerlah dalam rangka melindungi, 

memu llihkan kekalyaan neglara, menelgakkan kewilbawaan pem lerintah daln 

negalra, sert la memlberikan layanan huk lum kelpada masya lrakat. (Prihandana, 

dkk, 2023:123) Di dalam Menjalankan tugas, fungsi, peran dan kewajiban 



5 

 

 
 

Jaksa Pengacara Negara tidak jarang mengalami kendala. Dalam peng-

implementasiannya, usaha Jaksla Pengalcara Nelgara di dalam merealisasikan 

tentang bant luan hukulm perdata kep lada maslyarakat (Junaidi, dkk, 2023) harus 

lebih digiatkan lagi, hal ini dikarenakan masih banyaknya golongan 

masyarakat menengah kebawah khususnya yang ada di wilayah buleleng 

belum sepenuhnya mengerti bahwasannya Kejak lsaan Repub llik Indolnesia 

dallam h lal inli yang dimaksud ialah Kejak lsaan Nelgeri Buleleng memiliki peran 

di dalam menjamin hak keperdataan masyarakat melalui bantuan hukum yang 

diberikannya sesu lai dlengan Unldang-Undlang Repub llik Inldonesia terbaru 

yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 ten ltang perlubahan at las 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tenltang Kej laksaan Republ lik 

Indon lesia . Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 ini menjadi Dasar Hukum 

Kewenangan, Tugas dan Fungsi Bidan lg Perdlata d lan Tat la Usalha Negar la 

Kejaksaan Republik Indonesia.      

Petu lnjuk Pelaklsanaan Pen legakan Hukulm, Bant luan Hukulm, 

Pertimb langan Hukulm, Tind lakan Hukulm Lai ln, dlan Pelayan lan Huklum d li 

Bidalng Perd lata dlan Tat la Usalha Nelgara dapat ditemukan dalam Lampiran 

Perja Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tanggal 17 November 2015, yang telah 

direvisi menjadi Perat luran Klejaksaan R lepublik Indo lnesia Nolmor 7 Tahun 

2021. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa pen legakan huklum aldalah upaya 

Jalksa Pengalcara Negarla un ltuk mengaljukan gugat lan atalu permlohonan ke 

pengadi llan dli bidalng Perdalta, sesuai dengan perat luran perulndang-undanlgan, 

dengan tujuan menjaga keterti lban huklum, keplastian hu lkum, daln melind lungi 

kepent lingan nelgara, pem lerintah, selrta halk-halk perdata m lasyarakat. Pelayanan 
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hukulm, di sisi lain, merupakan layanan yang disediakan oleh Jaksa Pengacara 

Negara kepalda maslyarakat terlkait isu Perdat la dlan Tlata Usalha Negalra melalui 

konslultasi, infolrmasi tertulis atau lisan, serta sistem elektronik, ya lng tid lak 

melibatkan konfllik kepelntingan denglan nlegara at lau pemelrintah. Definisi 

Penegak lan Hulkum menurut Standar Operating Prosedur (SOP) Jaksa Agung 

Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, yang tercantum dalam Peraturan Jaksa 

Agung Republik Indonesia Nomor: Per-018/A/J.A/07/2014 tanggal 1 Juli 

2014, adal lah tuglas Jalksa Pengaclara Nelgara ulntuk mengajuk lan gulgatan atalu 

permohonlan ke Pengladilan d li bidalng Perdlata, sesuai dengan peratur lan 

perunldang-undalngan, dengan tujuan menjaga kete lrtiban huk lum, kelpastian 

hukulm, daln melindu lngi kepelntingan neglara, pemerin ltah, slerta halk-hlak 

perdata masyalrakat, contohnya, pem lbatalan perklawinan, pemb lubaran 

Perseroaln Terbaltas (PTl), dlan deklarasi paillit (Mukhtar, dkk, 2022:840) 

Masyarakat di sekitaran wilayah Buleleng yang belum mengerti apa 

peran dan fungsi ya lng dim liliki olelh Jaklsa Pengalcara Nelgara, Kejaksaan 

Negeri Buleleng  d li bidlang pelrdata salah satu contohnya dengan tidak berjalan 

secara maksimalnya aplikasi Halo JPN yang ditandai dengan kurangnya 

partisipasi masyarakat untuk berkonsultasi. Halo JPN adalah suatu aplikasi 

yang dimana masyarakat bebas bertanya serta konsultasi mengenai 

permasalahan hukum yang dihadapinya kepada Jaksa Pengacara Negara 

khususnya di bidang Perdata guna menjamin hak-hak keperdataan 

masayarakat. Tidak bisa dipungkiri salah satu yang menyebabkan kurang 

dikenalnya tentang fungsi dan peran ini adalah keinginan masyarakat untuk 

mengetahui hal tersebut (tentang hukum) sangat rendah atau terkesan kurang 
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diminati (Maringka, 2022). Masyarakat sudah takut duluan jika 

membicarakan tentang hukum, apalagi di zaman yang sekarang ini pola pikir 

masyarakat tentang hukum yang ada di Indonesia adalah selalu runcing 

kebawah dan tumpul keatas. Maksudnya hukum yang dimaksud adalah selalu 

membela orang yang kaya ketimbang orang yang miskin, atau hukum selalu 

membela mereka yang punya jabatan dan mengesampingkan mereka yang 

tidak punya jabatan atau masyarakat biasa. Sebenarnya peran media 

elektronik juga sangat membantu di dalam mensosialisasikan tent lang tu lgas, 

peran, daln funglsi Jalksa Pengalcara Neglara namu ln karena mereka (media) 

sadar bahwasannya informasi tentang hukum ini dianggap kurang memiliki 

nilai jual yang tinggi di pasaran, pada akhirnya mereka enggan di dalam 

menyiarkannya atau hanya sedikit media yang menyiarkan tentang bantuan 

huklum yalng dib lerikan ol leh jaklsa Pengalcara Nelgara kepalda masyarakat 

(Musdalifah, dkk, 2023: 56-59). Hal ini tentunya sangat mengancam tegaknya 

silla keli lma Pancas lila yai ltu “Kealdilan Balgi Seluru lh Ralkyat Ind lonesia”. 

Keadi llan ini harus selalu ditegakan oleh aparat penegak hukum tidak 

terkecuali seorang jaksa, apalagi seorang jaksa selain sebagai aparat penegak 

hukum juga dikenal sebagai aparat pengeksekusi hukum atau dengan sebutan 

“Jaksa Eksekutor”. Padahal selain bertindak mewakili pemerintah di dalam 

urusan keperdataan, Jaksa Pengacara Negara juga berkewajiban di dalam 

memberikan sosialisasi dan bantuan hukum kepada seluruh masyarakat 

Indonesia tanpa terkecuali melalui Halo JPN, yang dimana masyarakat berhak 

untuk bertanya seputaran tentang hak-hak keperdataan masyarakat, ataupun 
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tentang masalah hukum keperdataan yang sedang dialami oleh masyarakat 

Indonesia (Simanjuntak, 2018: 10-16).  

Dalam implementasinya di lapangan dijumpai beberapa hambatan yang 

membuat peran dari JPN tidak memiliki eksistensi yang ti lnggi dli masya lrakat. 

Olelh karelna it lu, peraln dlan funlgsi JPN seperti kurang diminati oleh 

masyarakat. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut ditemukanlah ketidaksesuaian 

antara das sollen yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia, Lampiran Perja Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tanggal 

17 November 2015 ya lng kem ludian tellah diu lbah menjadi Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021, Per laturan Jaks la Agulng Republik  Indonesia Nomor : 

Per-018/A/J.A/07/2014 tanggal 1 Juli 2014 tenta lng Stalndar Operating 

Proseldur (SOP)  Palda Jalksa Agulng M luda Pelrdata daln Talta Usalha Nelgara. 

Pada Huruf C. Definisi/ Pengertian-Pengertian angka 4. Kemudian das sein 

yang terjadi yaitu kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk 

berkonsultasi mengenai Sengketa perdata kepada Jaksa Pengacara Negara. 

Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan hukum dari peran JPN yang 

fungsinya ada di dalam undang undang dengan implementasinya kepada 

masyarakat. Sehingga pemaparan tersebut telah memenuhi kriteria dari 

sebuah penelitian khususnya hukum empiris maka patut untuk diangkat 

sebagai sebuah penelitian dengan harapan terjadinya kesesuaian antara das 

sein dan das sollen sehingga penelitian ini mengangkat judul yaitu “ 

IMPLEMENTASI PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM 
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MEMBANTU MASYARAKAT UNTUK MENYELESAIKAN 

PERKARA PERDATA  DI KEJAKSAAN NEGERI BULELENG” 

1.2 Identifikasi Masalah 

1) Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Buleleng dapat membantu 

masyarakat di dalam menyelesaikan perkara perdata namun kurangnya 

pemahaman masyarakat akan hal tersebut. 

2) Implementasi dari Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2021 Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 belum efektif di Kejaksaan Negeri 

Buleleng 

3) Masyarakat masih belum paham terhadap keberadaan website hallo JPN 

yang dapat membantu mereka di dalam mengatasi masalah keperdataannya. 

4) Partisipasi masyarakat di dalam membantu Jaksa Pengacara Negara untuk 

mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Kejaksaan RI dan juga Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Pasal 1, Pasal 

2, dan Pasal 3 tentang Peran dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara tidak 

terimplementasi secara maksimal. 

5) Implementasi penegakan dan pelayanan huk lum ylang telah dib lerikan olelh 

Jalksa Pengaca lra Neglara kepalda masyarakat di da llam membantu 

menyelesaikan perkara perdata belum cukup untuk membuat masyarakat 

paham akan peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dlari urai lan dli atals, untuk menghindari pembahasan yang terlalu umum, 

perlu ditetapkan batas lan-bataslan menglenai rualng linlgkup pembahlasan yan lg 

aklan di lbahas lebih lanjut. Batasan masalah tersebut mencakup peran Jaksa 
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Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Buleleng dalam menyelesaikan perkara 

perdata, yang masih kurang dikenal oleh sebagian masyarakat, serta 

implementasi Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 dari Peraturan Jaksa Agung 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengenai peran dan fungsi Jaksa 

Pengacara Negara. Hal ini penting karena penulisan karya ilmiah memerlukan 

kejelasan mengenai materi yang dibahas untuk menghindari penyimpangan 

dari inti permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga pembahasan dapat 

disusun dengan sistematis. 

1.4 Rumusan Masalah 

1. Apa saja bentuk per lan Jaks la Penlgacara Negalra Kejaksaan Negeri Buleleng 

dalalm membalntu masyaralkat untu lk menyel lesaikan pelrkara perdalta? 

2. Apak lah implementasi dari Peraturan Jaklsa Agung Repu lblik Indlonesia 

Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1, Pasal 2, da ln pasal 3 telah terimplementasikan 

sebagaimana mestinya di Kejaksaan Negeri Buleleng? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Dlari rum lusan maslalah dialtas, tujualn ylang in lgin dicap lai penul lis dallam 

Penulis lan Hukulm inli adallah: 

1. Tuj luan Umlum: 

Pen lulisan Hulkum i lni bertlujuan untu lk mengetahui implementasi Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2021 tent lang Kejakslaan Rep lublik Indones lia daln 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tenta lng tugas dan wewenang Jalksa 

Pengacalra Negalra. 

2. Tujuan Khusus: 
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a. Untuk menganalisis apa saja bentuk peran Ja lksa Pengalcara Nelgara 

Kejaksaan Negeri Buleleng dal lam memlbantu mas lyarakat ulntuk 

menye llesaikan perkalra perdlata. 

b. Untuk menganalisis apak lah implementasi dari Peraturan Jak lsa Agung 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 1, pasal 2, dan Pasal 3 

telah terimplementasikan sebagaimana mestinya d li Kej laksaan Negleri 

Bulelenlg. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penuli lsan i lni diharalpkan dalpat menljadi bahlan infolrmasi daln penglayaan 

malteri menglenai kewen langan Jaksa Pengacara Negara Keja lksaan Negeri 

Buleleng dapat bertindak membantu masyarakat dalam perkara perdata. 

Pen lulis jugla menglharapkan algar has lil dalri penelitian in li daplat menjadi 

bahan di dalam mengembangkan ilm lu pelngetahuan da ln memplerkaya 

wawas lan il lmu hukulm, teru ltama huklum acalra pelrdata, seh lingga nantinya 

dalpat melnjadi bahlan malsukan balgi peneliti-peneliti yang lainnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Dengan Penulis lan Huklum ilni juga dihalrapkan dalpat melmberikan 

sumbalngan dari segi pem likiran kelpada parla peneliti huk lum yang ada d li 

Indonlesia, utamlanya adalah In lstansi Keja lksaan (dal lam hall in li 

Kejalksaan Negleri Buleleng) sebagai bahan evaluasi kinerja di dalam 

penanganan perkara perdata.  

b. Bagi Masyarakat 
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Dimana sebelumnya kebanyakan masyarakat masih belum bisa 

memahami tentang fungsi dan peran jaksa Pengacara Negara, dengan 

adanya penelitian ini diharapkan nantinya masyarakat menjadi lebih 

bisa memahami. Sehingga, masyarakat bisa menggunakan haknya di 

dalam memanfaatkan jasa hukum yang diberikan oleh Kejaksaan 

Negeri Buleleng. 

 

 

 


